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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di
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Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan, perlu

mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3

ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF

ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN.
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Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal

dari:

a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

c. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan;

d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;

e. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan;

f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;

dan

g. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan

Keamanan Hasil Perikanan.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi juga jasa:

a. pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik

pelabuhan perikanan; dan

b. pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik

Perusahaan Listrik Negara melalui instalasi milik

pelabuhan perikanan.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung

berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara.
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(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung

berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara ditambah

perkalian 10% (sepuluh persen) dengan tarif Perusahaan

Listrik Negara.

Pasal 3

(1) Selain jenis penerimaan negara bukan pajak

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan

Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e meliputi juga:

a. royalti atas lisensi paten yang dihasilkan dari

penelitian dan pengembangan; dan

b. kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang

kelautan dan perikanan.

(2) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai

nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f meliputi juga:

a. pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang

berasal dari kerja sama;

b. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV,

Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai Negeri Sipil,

pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II, dan

prajabatan golongan III bagi Calon Pengawai Negeri Sipil,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; dan
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c. pendidikan dan pelatihan the Basic Safety Training

Program, Proficiency In Survival Craft and Rescue Boats

Other Than Fast Rescue Boats, Advanced Fire Fighting,

Medical First Aids, sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar nilai

nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu

kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Lembaga Administrasi Negara.

(4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu

kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Instansi Pembina pendidikan dan pelatihan yang

bersangkutan.

Pasal 5

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan

pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan

Pemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di

bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan

dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau

kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh)

Gross Tonage (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan

perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.

Pasal 6

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam
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